PEMERINTAH KDTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Rekening : 5,05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026
Perumusan Rekomendas! atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau
Evahiasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Kama Rekendng : Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Jumiah Anggaran (DPA) : 36,000,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 36,000,000.00
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BALAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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. Bendahars Pengeluaran BADAN PENELITIAM DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRAS] KEGIATAN PENELITIAN DAN
FENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DAN
PENGEKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKDMENDASI ATAS
RENCAMNA PENETARAN BARL DAN/ATAL TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
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PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN

PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN

NO. DAFTAR: 00102/505000000020000/2024
DAFTAR :BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

PELAKSANAAN PERATURAN BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024
Nomos | Tanggel S | J4Geetcla/ 188 ATAHUN 2024 1 11 Janusri 2034

PERATURAN SUB KEGIATAN
BARU DAN/ATAU TERHADAP
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jaipn Achmad Yan Nomor 2, Bulo Gadng, Ujung Pendang. Kola Maksssar, Suliwes Seistan Nods Pos 80111
Tadapon (D411) 3518008 Faksimile (0411) 3634547
LY g e Z |.MHIHJ_.1-_T|1HI-'|JI_I-_

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 346 /SETDA/ 188.4/TAHUN /2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : i bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran Sub
Kegiatan Perumusan Rekomendasi alas Rencana
Penetapan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan
pengembangan  Daerah  Kota  Makassar  Tahun
Anggaran 2024, dipandang perlu adanya Tenaga
Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, maka perlu ditetapkan
Reputusan Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga
Administrasi scrta Belanja luran Jaminan /Asuransi
bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub kegiatan
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan
Peraturan  Baru  dan/atau  Evalussi  Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penclitian dan
pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun

Anggaran 2024,
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ] di

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan pembangunan Nasiwonal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421);




. Peraturan Men

151

Pengganti Undg

tentang Ci
[Lembaran N
Nomor 41,
Indonesia N

. Peraturan

Pengelolaan
Republik Indon
Lembaran Nega

2020 tentang
Daerah (Berita
Nomaor 1781);
. Perangkat Dae
2016 tentang
Daerah [Lemba
Tahun 2016)
Peraturan D
2023 tentang

41,

g Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- (Lembaran Negara Republik
2014 Nomor 292, Tambahan

8 Republik Nomor 5601) sebagaimana

umg Cipta kerja menjadi Undang-
in Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara
sin Nomor 6856);

Nomor 30 Peraturan Pl:m:rmtlh

292, Tambahan Lembaran Negara
esia Nomor 5601) sebagaimana telah

ang Penetapan Peraturan Pemerintah
ng-Undang Nomor 2 Tahun 2022
kerja menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2023
bahan Lembaran Negara Republik
6856);

intah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
uangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

s Republik Indonesia Nomor 6233);
eri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
Teknis Pengelolaan Keuangan
egura Republik Indonesia Tahun 2020

Kota Makassar Nomor 8 Tahun
tukan dan Susunan Perangkat
ran Dasmah Kota Makassar Nomor B
bagaimana telah diubah dengan
Kota Makassar Nomor 8 Tahun
Perubahan Daerah atas Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun

2023);

_ Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023

tentang An
Kota Makassarn

Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6};




9. Peraturan Wali
tentang Pedomal
Aparatur Sipil
Publik yang bes
Daerah (Berita
Nomor 32);

Malkassar Nomor 32 Tahun 2023
n Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Negara sebagai Laskar Pelayanan
integritas pada Lingkup Pemerintah
Daerah Kota Makassar Tahun 2023

10. Peraturan Wali

Memperhatikan :

Menetapkan KEPUTUSAN

TENTANG PENUN.]

JASA TENAGA AD

JAMINAN/ ASURANSI

NEGARA PADA
REKOMENDABI

PERATURAN BAR
PELAKSANAAN PE

Makassar Nomor 93 Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja
sarTahun Anggaran 2024. (Berita

un 2023 tentang Penganghkatan
Non ASN sebagai Laskar Pelangi
r Tahun Anggaran 2024.

ARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
UKAN DAN PEMBERIAN BELANJA
STRASI SERTA BELANJA [URAN
BAGI NON APARATUR SIPIL
SUB KEGIATAN PERUMUSAN
ATAS  RENCANA  PENETAPAN
DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP
TURAN PADA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

TAHUN ANGGA

Menunjuk 2 (dua)
pada Sub Kegia

KESATU

Rencana anntnpmi
Tn-hldap Pelaksanag

KEDUA

1.500,000,00 ,"
b. Belanja luran/ J

1. Kesshatan

2024,

rang Non ASN Tenaga Administrasi
Perumusan Rekomendasi atas

Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Peraturan pada Kantor pada Badan

Bulan

asuranasi:
: Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan

3. Kematian

: Rp4.500,00/Orang/Bulan
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Pemberiun Belanjo Jasa sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, diberikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan
tugas pada Sub hegintan Perumusan Rekomendos: atas
Rencana Penetapan Peraturnn Baru dan/atau Evaluas
Terhadap Pelaksanann Peraturan Pada Badan Penelitian
dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun
Arggparan 2024,

Segaln binya yang timbul schubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daecrah Kota Makassar melalud
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian  dan
pengembangan Dacrah Kola Makassar Tahun Anggaran
2024,

Ketentuan wvang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Keputusan Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberinn Belanja Jasa Tenags
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/ Asuransi Bagi
Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegintan Perumusan
Rekomendasi atas Rencana Penctapan Peraluran Baru
danfatau Evaluasi Terhadap Peraturan pada Badan
Penelitan dan pengembangan Daecrah Kota Makassar
Tahun  Anggaran 2024,  akan  distur  dan
dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepaia Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wali Kovto Makasmmr o Malkansar;

Innpekiur Dacrah Kota Makessar di Makassar,

hepake BPFRAD Kota Makasnar o Makassar,

Eepnks Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Ko Makassar di Makassar;
kepaks Badan Penelition don pengembangan Daerah Kots Makassar i Makassar;
Kepals Bagian Hukum Setds Kots Makassar di Makassar,

Maning-masing vong bersanglootan uniuk dike b,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jakus Jendern] Ahmad Yons No, 2 Mukasaar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/19/KEP/1/2024

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN FERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PFERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA RADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKABSAR

Menimbang : a.

Mengingat @ 1.

(=

5.

bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemernntahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipundang perlu memberikan  belanja  jasa tenaga
admimgtiras serta belana IUAran jAmInan | asurans) bag
non aparatur sipil negara pada sub kegintan perumusan
rekomendasi atas rencana peneiapan  peraiuran  baru
dan/atau evaluasi terhadap pelaksanasn peraturan pada
Badan Penclitian dan Pengembangan Dacrah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024,

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkon
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawes: (Lembaran
Negnra Republik Indonesin Tahun 19589 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang
PFﬂ}'F‘-Hﬂerﬂ Nﬁgnm yang Rermih dnn Hebas dar Hnl"'l'lpni
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan Lembaran Negara Nomor
AB51):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negmiu (Lembaian Negua Republik loduoesie Taliog 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésin
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negama  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksasn
Pengelolaan  dan  Tanggungiawab Keuangan  Negara
(1 smbaran Negara Republik Indonesia Tahom 2004 Nomos B

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor

R




2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahlﬂ 2004
MNomor 126, Tambahen Lembaran Negara Republik i
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 5234;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 6 Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomsn  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang bahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Humurp“?;'l'hhun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahua 2016
tentang perubahan ketign Nomor 3 Tahun 2009 tang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Peranghkat
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar 8
Tahun 2016);

14, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolsan Keuangan Daerah
ﬂmhmmmmunhamﬂw#hhmmh

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Peraturan Daecrah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tehun Anggaran 2024,

17, Peraturun Walikota Makassar Nomor 93 Tuhun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

1R @vear Kemihiean Selbkretarie Nasrah Knta Makasaar Nomaor




tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai

Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
346 /SKIDA/ 188.4/TAHUN 2024 ‘langgal 11 Januari 2024

tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga
administrasi serta belanja juaran jaminan / asuransi bagi
non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan
rekomendasi atas rencana penctapan peraturan baru
dan/atau evaiuasi terhadap pelaksanaan peraturan pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUBEKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUEAN DAN PEMEBEERIAN BELANJA JABA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA FPADA SUB
KEGIATAN PERUMUSAN REEOMENDASI ATAS RENCANA
PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAFP PELAHSANAAN PERATURAN PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
iuaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan
peraturan baru dan/atau evaluasi terhadsp pelaksanaan
peraturan pada badan pepelitian dan pengembangan daerah
kota makassar tahun anggaran 2024 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama

scbhagal berikut :

‘Mo HAMA NIE JABATAN |

1 | BINTIA YULIANTI, ST, M. 8i TAT112520TB40004 | LASKAR
PELAYANAN
JABA
ADMINIETRASI

2 | K WINARTY B, T3T10246 12860003 | LABKAR

MANGAWEANG, 8. Eep m‘rmw
ADMINISTRASL
PERKANTORAN |
KEDUA : anherhnbdlnjnjnumndmmmmhduﬂl

insran jaminan / ssurans: bagl non aparatur sipil negars pada
sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penectapan
peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
alman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalni DPA Padan
Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaen Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitiaon dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

VERAIAT Wawi ibaan imi matladl laelaloy mads o] Aitetaonban




[htetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Januari 2024




